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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Human Trafficking atau perdagangan manusia ialah adalah kegiatan meliputi 

perekrutan, pengangkatan, suatu eksploitasi, penyembunyian, penerimaan orang secara 

paksa dan ilegal hingga salah satu bentuk lainnya yaitu perbudakan modern yang terjadi 

saat ini kepada Tenaga Kerja Migran terutama wanita (Andrees, 2008). Perihal ini 

mengaitkan sebagian orang yang mempunyai jaringan ataupun keterkaitan satu sama lain 

yang mempunyai tujuan buat mengeksploitasi korban dengan keuntungan sepihak. 

Bersamaan berjalannya waktu, pertumbuhan dalam wujud perbudakan modern yang 

banyak terjalin yakni pengiriman buruh migran yang menuju kepada perbudakan 

(Slavery) serta pula salah satu wujud dari Human Trafficking yang ialah salah satu 

ancaman terbanyak dari Kejahatan Transnasional yang telah tersebar luas di penjuru dunia 

yang memunculkan ancaman kepada warga, bangsa serta negeri sampai terhadap norma- 

norma kehidupan yang berlandaskan penghormatan buat hak asasi manusia. 

Perkembangan kejahatan ini mulai menarik perhatian dunia setelah perang dunia 

kedua, Protokol Palermo merupakan salah satu protokol yang dibuat atas kesepakatan 

negara-negara yang tergabung dalam United Nation (UN). Protokol Palermo adalah hasil 

dari Konvensi Palermo milik UN yaitu The United Nation Convention Against 

Transnational Organized Crime (UNTOC) yang mempunyai tiga protokol ialah : 

Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau 

Protokol  mencegah, menindaklanjuti dan menghukum kejahatan Human Trafficking 

terutama wanita dan kanak-kanak, dengan nama resminya yaitu Palermo Protocol 

(Protokol Palermo)  (Setiawan, 2004). 
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Isi dari Protokol Palermo ini ialah : 

“Trafficking in Person” Shall means the recruitment, transportation, transportation, 

transfer, harboring or receipt of persons, by means of threat of use of force, of forms, of 

coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving or payments or benefits to achieve the consent 

of a person having control over another person, for the purpose of exploitation” 

Isi dari protokol palermo disini dapat diartikan jika perdagangan manusia tidak Cuma 

berfokus mengenai pemindahan suatu manusia dari suatu tempat hingga tempat lainnya, 

namun tentu saja melalui pengambilan serta penculikan suatu manusia melalui Threat 

(ancaman) dan Abuse ( kekerasan) yang memiliki visi untuk mengeksploitasi.  

Protokol Palermo ini pula diharapkan bisa jadi instrumen internasional yang secara 

umum bisa menuntaskan permasalahan Human Trafficking di seluruh aspek. Pembuatan 

Protokol ini dimulai pada kalanya konferensi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 

yang biasa disebut dengan  PBB  dicoba di  era 90’an yaitu 1998 yang merupakan 

pertemuan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, saat konferensi 

berlangsung, Republik Argentina membuat aju banding draf yang berisi tentang 

pembuatan sesuatu kesepakatan buat mengatasi kejahatan terhadap perdagangan kanak- 

kanak. Pengajuan draf dari Argentina pula direspons oleh seluruh negeri anggota yang 

muncul, pada kala itu dengan ekspansi konvensi yang mengacu kepada Human 

Trafficking, namun diakibatkan pada tahun 1998 perdagangan perempuan serta kanak- 

kanak ialah yang sangat berarti serta besar, yang merumuskan kesepakatan tersebut cuma 

diperuntukkan kepada perdagangan perempuan serta kanak- kanak. 

Tujuan dari Protokol Palermo ini untuk memfasilitasi titik pertemuan dalam 

pendekatan nasional yang berhubungan dengan pembentukan tindak pidana dalam negeri 

yang memungkinkan untuk mendukung kerja sama internasional yang efisien dalam 

penyidikan dan penuntutan kasus Human Trafficking untuk negara-negara yang 

menandatangani Protokol Palermo tersebut (Setiawan, 2004). 
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Protokol Palermo ini pula telah diratifikasi oleh Indonesia dan diadopsi berdasarkan 

UU No.14 Tahun 2009  mengenai validasi Protokol guna Mencegah, Menindak, dan 

Menghukum  pelaku  kejahatan Human Trafficking, dan tentunya yang paling utama 

untuk korban perdagangan Wanita dan Kanak-kanak. (Indonesia, 2009)  

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sendiri terdapat 2 Pasal terdiri dari : 

Pasal 1  

(1)  Mengesahkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk 

Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama 

Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa  Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan 

Declaration (Pernyataan) terhadap pasal 15 ayat (2) 

(2) Salinan Naskah Asli Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk 

Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama 

Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan 

Declaration (Pernyataan) dan Reservation (Persyaratan) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Undang-undang ini. 
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     Pasal 2 

 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 

dengan Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari apabila dalam memberantas tindak kejahatan 

Human Trafficking tidak dapat dicoba sendiri, namun tetapi telah menjadi keharusan yang 

dicoba dengan kerjasama dengan negeri lain yang berkemungkinan jadi tujuan Human 

Trafficking yang berasal dari Indonesia, dan mendirikan Gugus Tugas Penindakan Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) guna buat meminimalisir human trafficking, 

sehabis dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, Pemerintah Indonesia pula membuat 

UU PTPPO selaku upaya memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun 

tidak langsung buat korban maupun calon korban biar tidak jadi korban. Pemerintah juga 

melakukan koordinasi antar lembaga lintas departemen dengan daerah-daerah di 

Indonesia serta pula Kebijakan Anti-Trafficking (pencegahan perdagangan manusia) 

dalam International Migration (Migrasi Internasional) sangat utama dalam mengawal 

para Pekerja Migran Perempuan di negara Indonesia namun penerapan kebijakan anti-

trafficking yang terletak di UU PTPPO (Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang)  masih menghadapi banyaknya kendala dari bermacam 

berbagai sudut pandang semacam di sudut pandang Sumber Daya (SD), Communication 

(komunikasi), Disposition (disposisi) hingga area tempat peraturan tersebut di 

Implementasikan, Dapat dilihat bila setinggi apapun pencapaian dari pihak pemerintah 

jika mengatasi human trafficking bersumber pada dari keahlian masyarakatnya pula serta 

pula kedudukan Government atau biasa disebut pemerintah lewat penegak hukum serta 
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bermacam para pejabat terkenal yang terpaut pula memerlukan koordinasi yang lugas 

serta ikhlas saat menindaklanjuti, penangkalan serta  proteksi sasaran human trafficking 

Alasan peneliti tertarik untuk menganalisis Implementasi dari Undang undang 

yang diadopsi dari protokol tersebut saat mengurus kasus dari Tenaga Pekerja Migran 

Wanita di Indonesia yang jadi mangsa Human Trafficking dari tahun 2015-2020, 

dikarenakan ingin mengukur kepatuhan Indonesia mengenai Protokol Palermo yang telah 

diratifikasi di Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 dan banyaknya wanita yang rentan 

dijadikan objek untuk Human Trafficking, meningkatnya kasus Human Trafficking di 

Indonesia dan minimnya pengetahuan tentang Undang-undang yang telah diratifikasi dari 

Protokol Palermo membuat Tenaga Pekerja Migran Wanita mudah ditipu dan 

dipengaruhi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

 “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun dalam menanggulangi 

permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban Human 

Trafficking di Indonesia dari tahun 2015-2020?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2009 dalam menanggulangi Permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang 

menjadi korban Human Trafficking di Indonesia dari tahun 2015-2020 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam 

kajian Ilmu Hubungan Internasional serta bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka 

untuk para akademisi yang hendak melakukan penelitian dalam permasalahan dan 

kasus mengenai Hubungan Internasional paling utama tentang penjelasan 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam menanggulangi 

permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban Human 

Trafficking di Indonesia dari tahun 2015-2020. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa meningkatkan data, 

menambahkan informasi dan masukan dalam memecahkan suatu permasalahan 

penelitian berikutnya terutama bagi yang berkaitan dengan Implementasi dari 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2009 dalam menanggulangi permasalahan 

Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban Human Trafficking di 

Indonesia pada tahun 2015-2020 serta mampu mengantarkan penulis untuk 

menuntaskan program Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 
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